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Abstrak 
Di Indonesia pengelolaan zakat telah memasuki dimensi yang baru. Ada beberapa alasan 
mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. Di antaranya zakat hukumnya 
wajib (imperatif) sementara charity atau donasi hukumnya mandub (sunnah. Maka dari itu 
dibuatlah kebijakan pidana tentang pengelolaan zakat agar tidak ada zakat yang digelapkan 
maupun di korupsi oleh badan-badan yang menangani masalah pengelolaan zakat. Tujuan 
penulisan ini antara lain: (a) Menjelaskan pandangan amil zakat tentang dikeluarkannya 
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (b) Menjelaskan 
pandangan amil zakat berkaitan dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang 
pengelolaan zakat; dan (c) Menjelaskan seberapa jauh ketentuan pidana di dalam Undang-
Undang pengelolaan zakat telah dijalankan. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah pendekatan normatif berdasarkan kaidah-kaidah hukum tentang 
pengelolaan zakat. Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian 
ditemukan bahwa BAZ merupakan lembaga yang dikelola oleh Pemerintah. Menurut Badan 
Amil Zakat, dengan adanya kebijakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang 
Pengelolaan Zakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan zakat di 
Lembaga Badan Amil Zakat Nasional dan menimbulkan penanggulangan kejahatan empirik 
yang meliputi  preemtif, preventif, represif. 
 
Kata Kunci: UU No. 23 Tahun 2011, zakat, pengelolaan zakat, BAZ, kebijakan pidana 
 
Abstract  
In Indonesia, the management of alms has entered new dimension. There are several reasons 
why state need to intervene in alms management. Among, alms characterized is obligatory 
(imperative) while charity or donation is mandub (sunnah). Therefore, a criminal policy on 
alms management is made so that there is no funds of alms that is obscured or corrupted by 
the functions that handles alms management issues. The purpose of this research is to explain 
the opinions of alms‟ committee regarding the issuance Act No. 23 of 2011 of alms 
management, explaining the perspective of alms committee related to the existence of 
criminal provisions in the Act No. 23 of 2011 of alms management, and explaining how far 
the criminal provisions in the alms management have been enforced. The method of approach 
used in this paper is the normative approach based on the rules of law on the alms 
management. While the type of this research is descriptive research. From the results of this 
study, it was found that BAZ is an institution managed by the government. According to 
BAZ, with the existence of criminal policy regulated in Act No. 23 of 2011 gives positive 
impact to the implementation of alms management in BAZNAZ and gives rises to the 
prevention of empirical crime covering preemtif, preventive, and repressive. 
 






Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi 
zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukum Islam. Dengan kata lain, 
melaksanakan shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan 
kewajiban sosial.
1
 Di Indonesia pengelolaan zakat telah memasuki dimensi yang baru. 
Sejarah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat sudah dicontohkan dari 
zaman Rasulullah Shallalahu „ alaihi wassallam dan para  khalifaurrasyidin.  
Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang 
bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugrah dari Tuhan.Selain 
sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tip bagi 
jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi 
kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan 
masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendati Islam mendorong 
setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga 
menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. 
Apabila seluruh mekanisme tanggung jawab sosial yang islami itu benar–benar 
dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 
tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial.
2
 
Organisasi pengelola zakat di Indonesia sekarang terdiri atas Badan Amil Zakat 
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah dibawah 
naungan Kementrian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Berbeda dengan BAZ, Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk 
mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat.
3
 
Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan 
zakat Pertama, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan 
sebagaimana infak, wakaf, dan hibah.Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara 
charity atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Kedua, potensi zakat yang dapat 
dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk 
turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat 
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besar sebenarnya  Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan 
efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Pengumpulan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah,  Kelima, 
memberikan kontrol kepada pengelola negara 
Maka dari itu dibuatlah kebijakan pidana tentang pengelolaan zakat agar tidak ada 
zakat yang digelapkan maupun di korupsi oleh badan badan yang menangani masalah 
pengelolaan zakat. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 
2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang–Undang Nomor 38 
tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang–Undang baru 
yaitu Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 didominasi oleh pengaturan tarkait 
dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam Undang-Undang ini, 
pengelolaan zakat, sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan 
dengan kelembagaan pelaksana. Selain itu, pada huruf d dasar menimbang Undang–
Undang  pengelolaan zakat yang baru pun menyebutkan bahwa “…. Dalam rangka 
meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga 
sesuai dengan syariat Islam”, sehingga aspek kelembagaan memang mendapat 
perhatian lebih dari perancang Undang–Undang tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan 
penelitian tentang bagaimana pendapat para amil zakat terhadap peraturan Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh sebab itu, maka 
penulis mengajukan judul ”Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang–Undang 
Pengelolaan Zakat Tahun 2011”.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukaan di atas, maka yang 
menjadi permasalahan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian antara lain sebagai 
berikut: (a) Menjelaskan pandangan amil zakat tentang dikeluarkannya Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (b) Menjelaskan pandangan 
amil zakat berkaitan dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang 
pengelolaan zakat; dan (c) Menjelaskan seberapa jauh ketentuan pidana di dalam 
Undang-Undang pengelolaan zakat telah dijalankan. 
Selain itu, akan diperoleh manfaat dari penelitian ini antara lain manfaat teoritis 
dan manfaat praktis. Manfaat teoritis antara lain: (a) Bagi ilmu pengetahuan, penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya tentang pengelolaan zakat di Indonesia; (b) Bagi masyarakat, 
penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana seharusnya 
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pengelolaan zakat di Indonesia dan diharapkan pula dapat memberikan suatu solusi dari 
permasalahan yang muncul dari masyarakat;  dan (c) Bagi penulis, dengan adanya 
penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui aspek hukum dari pengelolaan zakat 
di Indonesia. Sedangkan manfaat praktis antara lain: (a) Dapat mengetahui pendapat 
amil zakat tentang dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat; (b) Dapat mengetahui pandangan amil zakat berkaitan dengan 
adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang pengelolaan zakat; dan (c) Dapat 
mengetahui seberapa jauh ketentuan pidana di dalam Undang-Undang pengelolaan 




Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 
normative berdasarkan kaidah-kaidah hukum tentang pengelolaan zakat. Sedangkan 
jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat diskripsi secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. 
Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam 
penelitian kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang dapat 
diperoleh dengan menggunakan bahan: (a) Bahan Hukum Primer. Dalam penelitian ini 
bahan yang digunakan adalah Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat; (b) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan 
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku–buku 
bacaan, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: (a) Wawancara, yang 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara 
secara langsung dengan orang yang berkompeten dalam bidang tersebut; (b) Studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, referensi 
kepustakaan, yaitu berupa peraturan perundang–undangan, dokumen dan hasil 
penelitian. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 
metode kuantitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 
selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh 






3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pandangan Amil Zakat tentang Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan 
dalam Al-Qur‟an, Sunah nabi, dan ijma‟ para ulama. Zakat merupakan salah satu 
rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukan 
betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang 
mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang 
adanya zakat secara paksa sebagaimana dalam firman Allah swt:  
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-
orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang 
beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan 
rahib-rahib Nastani menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 
orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada 
jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih. (QS Al-Taubah (9): 34). 
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Dalam hal pengelolaan zakat, Al-Qur‟an menyebutkan kata “amilin” dalam 
salah satu ashaf yang berhak menerima dana zakat. Hal ini tercantum dalam surat 
At-Taubah ayat 60. Amil zakat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka 
yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpulan 
sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari yang mencatat, 
sampai kepada yang menghitung masuk dan keluarnya dana zakat, dan 
membaginya kepada mustahik, dengan kata lain amil adalah orang-orang yang 
ditugaskan oleh imam atau kepala negara untuk mengambil, menuliskan, 
menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzzaki untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimannya.
5
 
Dengan kata lain, amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif 
dalam pelaksanaan zakat dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari 
muzakki, sampai membagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq 
zakat). Termasuk penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpulan, 




                                                 
4
 Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006, Ekonomi Zakat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1. 
5
 Yusuf Qhardawy, 2001, Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Rabbani, hal. 51. 
6
 Suparman Usman, 2002, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum 
Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 162. 
6 
 
Lembaga zakat di Indonesia yang diakui oleh perundang-undangan ada dua, 
yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan 
lembaga yang di kekelola oleh Pemerintah sedangkan LAZ merupakan lembaga 
yang dikelola oleh unsur masyarakat. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang tersebut 
merupakan dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk 
menjalankan fungsi koordinasi.  
Menurut Muhammad Naim bahwa kekuatan BAZNAS dianggap masih 
kurang, karena  BAZNAS unsurnya adalah benar-benar dari pemerintah bukan dari 
masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat dapat dianggap baik, tetapi disetiap peraturan pasti memiliki kelemahan dan 
kelebihan masing-masing. Didalam Undang-Undang pengelolaan zakat aplikasi 
dalam pelaksanaan pengelolaan zakat itu tidak memadai. BAZNAS merupakan 
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maka dari itu harus berpacu dan 
berpedoman pada Undang-Undang yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
7
 
Pihak baznaz menjelaskan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang 
Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011, badan amil zakat nasional telah  
melaksanakan ketentuan pengelolaan zakat sudah sejalan dengan aturan yang 
berlaku. Beliau mengungkapkan bahwa mekanisme terkumpulnya zakat dan 
penyaluran zakat, lembaga amil zakat mengumpulkan 10% dari masyarakat pada 
umumnya, sedangkan yang 90% atau sisanya berasal dari PNS yang telah 
dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikelola dan diterapkan kepada 8 penerima 
zakat tersebut atau 8 mustahik.  
Mengenai tingkatan kelembagaan antara baz dengan laz, beliau 
mengungkapkan bahwa sebenarnya keduanya setara. Hanya saja, badan amil zakat 
nasional itu dari pemerintah, sedangkan kalau badan amil zakat itu murni dari 
masyarakat umum. Sedangkan yang ada di Undang-Undang dan PP Nomor 14 
tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, bahwa badan amil zakat sudah ada kombinasi unsur dari 
masyarakat umum dengan unsur dari PNS. Mengenai penyaluran zakat, ada 
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kategorinya namun yang diutamakan oleh baz adalah fakir miskin kemudian baru 
golongan penerima zakat yang lain. 
Sebenarnya dengan hadirnya atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan penyempurnaan dari 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang dianggap sudah 
tidak bisa menjawab perkembangan zaman. Dengan adanya UU tentang 
Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011, wewenang BAZNAS dalam pengelolaan 
zakat secara nasional menjadi basis dalam kelembagaan pengelolaan zakat yang 
pertanggungjawabannya langsung kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden. Hal 
ini tersurat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “BAZNAS 
merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 
bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.” Dan dalam Pasal 6 yang 
menyebutkan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan 
tugas pengelolaan zakat secara nasional.” Dalam pengelolaan zakat ke depan 
memang perlu ada kesinergian antara BASNAS dan LAZ yang kedua-duanya 
sama-sama bergerak dalam bidang pengelolaan zakat hanya saja unsur 
keanggotannya saja yang berbeda 
 
3.2 Pandangan Amil Zakat Berkaitan dengan Adanya Ketentuan Pidana dalam 
Undang-Undang Pengelolaan Zakat 
Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau 
“politiek” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip 
umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegakan 
hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, 
masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat (Warga Negara).
8
 Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana 
dapat dilihat dari politik hukum maupun politik hukum pidana dapat dilihat dari 
politik hukum maupun politik kriminal. Dalam hal ini, pemerintah membuat 
kebijakan atau politik hukum pidana dalam UU Zakat salah satunya adalah 
ketentuan UU yang memuat aturan pemidanaan terhadap amil zakat. Pemerintah 
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Indonesia membuat kebijakan pidana yang tertuang didalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di antaranya yaitu: 
Pasal 39 
“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan 
pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 
Pasal 40  
“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.0000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)”. 
Pasal 41 
“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah)”. 
Pasal 42 
(1) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 
merupakan kejahatan”. 
(2)  “Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 41 merupakan pelanggaran. 
Munculnya ketentuan tersebut membuat sorotan dan pro kontra yang muncul 
dari banyak kalangan terutama di kalangan Lembaga Amil Zakat. Dari proses 
perumusan hingga diundangkan UU No. 23/2011 banyak mendapat sorotan dari 
organisasi pengelola zakat (OPZ) khususnya di kalangan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) karena beleid ini dianggap mengusung model sentralisasi yang menggeser 
eksistensi LAZ. UU No. 23/2011 memposisikan BAZNAS sebagai pemegang 
otoritas zakat. Kedudukan LAZ menjadi subordinasi dan hanya menjadi pembantu 
BAZNAS dalam tata kelola zakat. Di samping itu ada pula ancaman pasal 
pemidanaan terhadap amil zakat.  
Dengan adanya ketentuan pidana dan banyak ketentuan lainnya yang baru 
dalam UU Zakat membuat LAZ dan masyarakat yang tidak sejalan dengan 
beberapa muatan dalam UU No. 23/2011 pada 16 Agustus 2012 mengajukan 
permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Zakat dengan batu uji 
menggunakan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 oleh dan atas nama lembaga 
maupun perorangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  
Oleh karena itu, Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas atas 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, termasuk Pasal 38, dan Pasal 
41 UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana Pasal 38 melarang setiap orang 
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untuk dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat yang 
berwenang. Terhadap pelanggarnya, Pasal 41 memberikan ancaman pidana berupa 
pidana kurungan dan/atau pidana denda. Pasal 38 juncto Pasal 41 membuka potensi 
terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memiliki izin pejabat 
berwenang. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hanya 
mengabulkan sebagian pasal yang dimohonkan oleh para pemohon yakni Pasal 18 
ayat (2) poin (a), (b) dan (d) tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, 
Pasal 38 dan Pasal 41 yang mengatur tentang pemidanaan amil zakat. Selebihnya 
pasal-pasal yang dimohonkan oleh para pemohon uji materi UU No. 23/2011 
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor 86/ PUU-X/2012 terhadap UU No. 23/2011 tata kelola 
zakat sesungguhnya tidak banyak mengalami perubahan berarti. Sentral pengelola 
zakat (leading sector) saat ini diberikan secara sentralistik kepada Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki jejaring struktural berjenjang dari 
tingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten/kota yang bertugas menjalankan 
pengelolaan zakat secara nasional. 
Menurut Muhammad Naim dengan adanya kebijakan pidana yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan zakat dilembaga Badan 
Amil Zakat Nasional. Dengan adanya kebijakan pidana didalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka menimbulkan 
penanggulangan kejahatan empirik yang terdiri:
9
 (a) Pre-emtif, yakni upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana; (b) Preventif, yakni sebuah tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini 
ditekankan yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukan; (c) Represif, yakni 
upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang 
tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan 
menjatuhkan hukum. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan 
dengan upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku sesuai dengan 
perbuatan yang mereka lakukan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar 
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 Muhammad Naim, Administrasi Keuangan Badan Amil Zakat nasional Sidoarjo, Wawancara Pribadi, 
Sidoarjo, 19 September 2017, pukul 10 :30 WIB. 
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bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang 
dilarang/perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak 
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi 
yang ditanggungya sangat berat. 
 
3.3 Implementasi dan Pelaksanaan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang 
Pengelolaan Zakat 
Menurut Muladi, politik hukum pidana (criminal law politics) pada dasarnya 
merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara 
melaksanakan tujuan tersebut.
10
 Dengan demikian, proses yang terkait merupakan 
proses pengambilan keputusan (decision making process) atau pemilihan melalui 
seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan 
dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambil keputusan dan 
pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan (policies) yang berorientasi pada 
permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan 
hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi yang 
baik yang merupakan pidana (straf) maupun tindakan (maatregel).
11
 
Berdasarkan pengertian tentang politik hukum pidana di atas yang 
merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan 
datang. Maka ketentuan pidana yang dicantumkan dalam UU Pengelolaan Zakat, 
tidak semata-mata sebagai upaya kriminalisasi lembaga amil zakat melainkan 
sebagai alat penanggulangan kejahatan penyelewengan dana zakat, infaq, dan 
sadaqah.  
Kebijakan penal yang diterapkan pada dasarnya merupakan adalah kebijakan 
yang menggunakan sanksi pidana yang merupakan sarana dalam mencapat tujuan 
dari pengelolaan zakat. Dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam rangka 
meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga 
sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, 
terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada 
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mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala 
prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 
Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir 
miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah 
terpenuhi. Dengan demikian, ketentuan pidana yang tercantum semata-mata agar 
kebutuhan dasar mustahik dapat terpenuhi dan terciptanya kesejahteraan berdasar 
prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Naim lebih lanjut, 
dijelaskan bahwa belum ada selama ini oknum dari baznaz yang melakukan 
penyelewengan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Kebijakan perundang-undangan 
berpengaruh terhadap kinerja lembaga baznaz. Berkaitan dengan apakah lembaga 
baz sendiri merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pidana atau kebijakan 
pidana dalam UU Pengelolaan Zakat, lembaga baz sendiri tidak merasa dirugikan. 
Lebih lanjut, berkaitan dengan penyaluran zakat ada yang menyalurkan ke 
Masjid secara tidak langsung dan ada yang menyalurkan ke lembaganya langsung. 
Intinya berasal dari kepercayaan masyarakat tadi dalam menyalurkan dana zakat 
mereka dan sampai kepada sasaran, sebagaimana dalam kutipan wawancara 
berikut. Selanjutnya, beliau mengungkapkan bahwa dengan dikeluarkannya UU 
tentang Pengelolaan Zakat, dirasa masih kurang dalam hal wewenang pemerintah 
dalam pengelolaan zakat, power-nya masih kurang. Termasuk dalam 
kepemimpinan baz sekarang dengan peraturan yang lama berdasarkan UU yang 
lama. 
Berdasarkan uraian di atas, maka implementasi UU ini masih jauh dari yang 
diharapkan dan juga perlu dilakukan penyempurnaan secara bertahap dari regulasi 
yang telah terbentuk agar pengelolaan zakat di masa mendatang semakin terarah 
dan kebutuhan para mustahik yang tersebar di Indonesia tercukupi berdasarkan 
prinsip pemerataan dan prinsip keadilan.  
Lebih lanjut, setelah keluar putusan uji materi dari Mahkamah Konstitusi 
(MK) Nomor 86/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pemerintah pada 14 Februari 2014 
mengundangkan Paraturan Pemerintah (PP) No. 14/2014 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai panduan 
operasional dan teknis (juknis) undang-udang pengelolaan zakat. 
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Terbitnya PP ini sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan UU,  
mengingat dalam dunia perzakatan nasional pada Undang-Undang Zakat yang 
sebelumnya yakni UU No. 38/1999 tidak memiliki PP. Untuk itu diharapkan PP 
tersebut berdampak positif dan makin memperkuat tata kelola zakat di tanah air. PP 
No 14/2014 tersebut antara lain mengatur tentang posisi amil zakat yang berupa 
perseorangan. Dalam UU 23, amil zakat harus berupa badan resmi. Ia bisa berupa 
badan hukum, ormas, atau harus mendapat ijin resmi. Jika ada pihak-pihak yang 
melakukan penghimpunan zakat di luar itu bisa dikenai tindakan pidana. 
Semangatnya adalah bagaimana zakat bisa dikonsolidasikan ke Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas).
12
 Hal ini akan berdampak dalam penghimpunan zakat di 
masyarakat, meski prakteknya tidak secara otomatis. Untuk itu PP tersebut perlu 
disosialisasikan dan dîmplementasikan. Edukasi kepada masyarakat secara terus 
menerus juga perlu dilakukan, dalam hal ini untuk mengubah paradigma 
masyarakat yang selama ini lebih suka membayar zakat secara langsung tunai 
kepada mustahik degan cara dibagi-bagikan untuk didorong agar diserahkan 
kepada amil resmi yang telah dikukuhkan oleh pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Agama (Kemanag). Pada intinya Peraturan Pemerintah memang 
diperlukan supaya UU No. 23/ 2011 bisa dilaksanakan dengan benar sesuai dengan 
yang sudah ditentukan undang-undang untuk menjadi aturan main (rule of law) 
yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, Lembaga zakat di Indonesia yang diakui oleh perundang-
undangan ada dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ). BAZ merupakan lembaga yang di kekelola oleh Pemerintah sedangkan 
LAZ merupakan lembaga yang dikelola oleh unsur masyarakat. Menurut amil 
zakat bahwa kekuatan BAZNAS dianggap masih kurang, karena  BAZNAS 
unsurnya adalah benar-benar dari pemerintah bukan dari masyarakat umum.  
Kedua, Bahwa keluarnya UU Pengelolaan Zakat kemudian diajukan 
judicial review terhadap beberapa pasal kepada MK termasuk Pasal 38 dan Pasal 
41 yang membuka potensi terjadinya kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak 
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memiliki izin pejabat berwenang. Berkaitan dengan putusan MK  Nomor 86/PUU-
X-2012  yang telah mengabulkan permohonan terkait Pasal 38 dan Pasal 41 UU 
Pengelolaan Zakat, maka Pasal-Pasal yang memuat ketentuan pidana ini tidak serta 
merta menjerat badan amil zakat yang bertugas melakukan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah terkumpul dari masyarakat. 
Menurut badan amil zakat, dengan adanya kebijakan pidana yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan 
dampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan zakat dilembaga Badan Amil Zakat 
Nasional. Dengan adanya kebijakan pidana didalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka menimbulkan penanggulangan 
kejahatan empirik yang meliputi:  preemtif, preventif, represif. 
Ketiga, Berdasarkan pengertian tentang politik hukum pidana yang 
merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan 
datang. Maka ketentuan pidana yang dicantumkan dalam UU Pengelolaan Zakat, 
tidak semata-mata sebagai upaya kriminalisasi lembaga amil zakat melainkan 
sebagai alat penanggulangan kejahatan penyelewengan dana zakat, infaq, dan 
sadaqah.  Sehingga  kebijakan penal yang diterapkan pada dasarnya merupakan 
adalah kebijakan yang menggunakan sanksi pidana yang merupakan sarana dalam 
mencapat tujuan dari pengelolaan zakat. 
4.2 Saran 
Pertama, Kepada lembaga BAZNAZ, berkenaan dengan pengelolaan zakat 
di masa mendatang, seharusnya diperlukan sosialisasi lebih lanjut menenai baznaz 
kepada masyarakat. Sebab dasar dari zakat sebenarnya adalah kepercayaan dan 
juga kesadaran masyarakat termasuk diri kita sebagai muzaki. Dalam hal sinergi 
dengan masyarakat, masyarakat juga ikut andil, memantau, memberikan masukan, 
memberikan saran dan juga mengkritik kinerja atau implementasi berjalannya 
lembaga ini. Terkait masalah kepercayaan masyarakat terhadap adanya lembaga 
amil zakat atau baznaz adalah lebih kepada karena ketidaktahuan mereka sehingga 
perlunya sosialisasi lebih lanjut terhadap baznaz dan sinerginya dengan 
masyarakat. 
Kedua, Kepada lembaga BAZ maupun LAZ, mengenai tingkatan 
kelembagaan antara baz dengan laz, sebaiknya harus ada saling sinergi antara BAZ 
dengan LAZ. Hanya saja, badan amil zakat nasional itu dari pemerintah, sedangkan 
14 
 
kalau badan amil zakat itu murni dari masyarakat umum. Dengan adanya ketentuan 
pidana dalam UU Pengelolaan Zakat yang telah di-judicial review pemaknaannya 
berdasarkan putusan MK, maka seharusnya ketentuan pidana dalam UU 
Pengelolaan Zakat dimaknai secara positif sebagai kebijakan dalam mencegah 
penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, ketentuan 
pidana yang tercantum semata-mata agar kebutuhan dasar mustahik dapat 
terpenuhi dan terciptanya kesejahteraan berdasar prinsip pemerataan, keadilan, dan 
kewilayahan. 
Ketiga, Kepada pemerintah, mengenai implementasi UU Pengelolaan Zakat, 
perlunya sosialisasi PP No. 14 tahun 2014 yang mengatur ketentuan yang lebih 
detail terhadap pengelolaan zakat. Untuk itu PP tersebut perlu disosialisasikan dan 
dîmplementasikan. Edukasi kepada masyarakat secara terus menerus juga perlu 
dilakukan, dalam hal ini untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini 
lebih suka membayar zakat secara langsung tunai kepada mustahik degan cara 
dibagi-bagikan untuk didorong agar diserahkan kepada amil resmi yang telah 
dikukuhkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemanag). Pada 
intinya Peraturan Pemerintah memang diperlukan supaya UU No. 23/ 2011 bisa 
dilaksanakan dengan benar sesuai dengan yang sudah ditentukan undang-undang 
untuk menjadi aturan main (rule of law) yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh 
masyarakat. 
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